TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG 2023
TERCAPAI 97 PERSEN
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Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan
bahwa target pendapatan asli daerah (PAD) pada 2023 hanya tercapai 97 persen dari target
total Rp2,19 triliun.

"Memang kalau target pendapatan ini, Alhamdulilah pada 2023 ini sudah 97 persen, baik itu
pajak, retribusi, maupun dana transfer," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Kamis.
Menurut dia, evaluasi akan dilakukan dalam skema penerimaan PAD, khususnya sektor
retribusi yang kurang optimal, sebab sebagian besar sektor pendapatan sudah memenuhi
target.

"Ada beberapa yang menjadi evaluasi itu adalah di retribusi. Kalau pajak, Alhamdulillah
sudah sebagian besar terpenuhi target. Kami harapkan pendapatan di 2024 harus ada inovasi-
inovasi, khususnya di retribusi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sektor retribusi tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah
(OPD), seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Semarang.

Retribusi sampah dikelola DLH, retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Disdag, lanjut dia,

kemudian retribusi parkir ditangani Dishub sehingga harus bisa dikelola dengan baik.
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"Kalau saya melihat PKL, walaupun itu kecil retribusinya, tapi yang terdaftar di PKL itu kan
belum semua tercover di dalam SK PKL," kata perempuan pertama yang jadi Wali Kota
Semarang itu.

"Kalau parkir, umpamanya kalau parkir 'off street' itu kan ada di pajak parkir, kalau di 'on
street' masih bagian dari retribusi sehingga ini memang sistemnya yang mungkin harus ada
perbaikan," katanya.

Pada 2024, ada beberapa retribusi yang dihapus, seperti retribusi makam dan uji kelaikan
kendaraan (kir), namun Ita optimistis perolehan PAD akan meningkat dari sektor retribusi.
"Memang ada retribusi yang dihapus. Kalau lainnya malah nambah, seperti aset-aset
optimalisasi. Kemudian ada beberapa titik yang dulu tidak bisa diretribusi, kayak Museum
Kota Lama. Dengan adanya Perda Pajak Daerah, InsyaAlah bisa banyak yang digali,"
katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari
menyebutkan bahwa target pajak daerah pada 2024 sebesar Rp2,38 triliun dan telah
menyiapkan inovasi agar pendapatan bisa maksimal.

Apalagi, kata lin, sapaan akrabnya, sekarang sudah ditetapkan peraturan daerah baru, yakni
Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membuka
potensi-potensi pendapatan baru.

"Ada yang di dalam nanti kami perdalam lagi. Ada juga wajib pajak baru yang akan kami
gali, contohnya selama ini dengan pembelian 'e-commerce' atau sistem 'online' banyak yang
lepas. Itu akan kami gali lebih dalam lagi. Itu dari sisi pajak daerah," katanya.

Dari sisi retribusi, kata dia, secara prinsipnya adalah pelayanan sehingga harus ada
pemasukan atau pendapatan yang akan dioptimalkan, terutama dalam optimalisasi
penggunaan aset.

"Apalagi, aset-aset Pemkot Semarang ini banyak sekali, banyak tersebar di kecamatan dan

kelurahan yang kini akan kami optimalkan penggunaannya," katanya.
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Catatan :

e Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang
diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. !

e Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi.’

e Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan.
Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan
kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan
daerahnya.’

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

2 Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufag=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-
daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%?20peraturan%20perund
ang%?2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

3 jdih.babelprov , diakses dari : https:/jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-
tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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e Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah
dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan
keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk
menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras,
dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan

dengan peraturan terkait lainnya.

Disclaimer:
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

hukum suatu instansi
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